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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Disharmonisasi antara partai politik di Sumatera Barat banyak terjadi ketika

perhelatan Pemilihan Presiden usai dan Prabowo Subianto memutuskan untuk

bergabung dengan se anan. i Memgasional, akan tetapi
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Hal ini pun terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dimana Partai

Gerindra pada AKD 2019-2022 adalah kumpulan dari para pemegang kekuasaan

serta memiliki kepentingan yang sama. Sehingga pada tahun 2019, F-Gerindra

melayangkan Hak Interplasi kepada Gubernur Irwan Prayitno atas perjalanan dinas
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yang berlebihan. Ini menjadi bentuk mula bagaiman Gerindra memaksimalkan
gerakan dari Kelompok Semunya. PKS Sendir tidak mempunyai kekuatan yang
signifikan dikarenakan hanya mempunyai 2 Kader yang berada di pusara AKD
2019-2022.

Hal ini menjadi awal konflik pasca Pemilu dan Presiden 2019 di Sumatera

Barat sendiri. Tid gs kepentingan yang
terjadi d adi Hak
Angket bangan
untuk b ua partai
ini berkogiik di DPRD P

konflik
yang di perindra.

14 kursi
DPRD H sebagai
inisiator an yang

hasilnya,

dilakukan jika sudah mencapa merasa bahwa Partai Gerindra
mulai menyerang mereka secara terbuka sehingga timbullah bibit-bibit konflik
baru.

Yang terakhir dengan Kelompok Konflik yang dimana dijelaskan oleh

dahrenrof adalah bercampurnya kelompok semu dan kepentingan. Ini terjadi ketika
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Rotasi AKD 2022-2024 yang dimana F-Gerindra meminta Komisi IV Sepenuhnya
berasal dari Gerindra, Namun sayag hal ini justru merugika gerindra. PKS sebagai
partai yang tidak mempunyai posisi strategis akhirnya mendapatkan AKD 2022-
2024, sementara Gerindra hanya mendapatkan jabatan anggota saja.

Disimpulkan bahwa, Koalisi yang dibangun di pusat tidak berjalan baik

sendiri.

membua

membuktikan bahwa disharm0 al ini terjadi di DPRD Provinsi

Sumatera Barat itu sendiri.

6.2 Saran
2.1.1 Saran Teoritik

Kajian tentang konflik politik yang hadir dari disharmonisasi partai politik

sendiri merupakan fenomena yang sering terjadi. Ini terjadi akibat deal-dealan
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koalisi yang terjadi di pusat tidak berjalan hingga ke daerah. Bahkan tak jarang,

ditengah jalan koalisi di pusat tersebut bubar. Ini yang terjadi di Sumatera Barat,

tepatnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat antara Partai Gerindra dengan PKS.
Konflik politik terjadi antara Partai Gerindra dan PKS tentunya adalah salah

satu hal yang menarik diteliti lebih dalam oleh peneliti selanjutnya. 2 kekuatan

agal saran bagi partai 3 isi yaifl mereka

bagaimana dinamika konflik YRg wpartai-partai di DPRD Provinsi
Sumatera Barat dapat meyebabkan disharmonisasi antara partai-partai tersebut

hingga konflik yang mengakar.
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